
MENTERIKETENAGAKERJAAN 

REPUBUK INOONESIA 

KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN 
REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 202 TAHUN 2024 
TENTANG 

PETA JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA 
DI KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang 

Mengingat 

a. bahwa untuk menyusun jumlah kebutuhan dan jenis 
jabatan Aparatur Sipil Negara berdasarkan anaiisis 
jabatan dan analisis beban kerja di Kementerian 
Ketenagakerjaan, perlu disusun peta jabatan; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan 
Menteri Ketenagakerjaan tentang Peta Jabatan 
Aparatur Sipil Negara di Kementerian Ketenagakerjaan; 

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang 
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897); 

2. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2020 tentang 
Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 213); 

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 
dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang 
Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
26); 

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 
dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang 
Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi 
Pernerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2013 Nomor 1636); 

5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 
2019 ten tang Pedoman Nomenklatur Jabatan 
Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Kementerian 
Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2019 Nomor 700); 

6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 
2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 
Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2021 Nomor 108); 



Menetapkan 
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7. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 
2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana 
Teknis di Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 142) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2024 tentang 
Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan 
Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Ketenagakerjaan 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 
1 O); 

8. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 
2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat 
Badan Nasional Sertifikasi Profesi (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 674); 

MEMUTUSKAN: 
KEPUTUSAN MENTER! KETENAG:AKERJAAN TENTANG 
PETA JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA DI 
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN. 

Menetapkan Peta Jabatan Aparatur Sipil Negara di 
Kementerian Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut Peta 
Jabatan ASN sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan 
Menteri ini. 

Peta Jabatan ASN sebagaimana dimaksud dalam Diktum 
KESATU memuat informasi: 
a. susunan nama dan tingkat jabatan pimpinan tinggi, 

jabatan administrasi, dan jabatan fungsional; 
b. kedudukan jabatan dalam unit kerja secara vertikal dan 

horizontal serta kelas jabatan pada masing-masing 
jabatan; dan 

c. jumlah kebutuhan aparatur sipil negara untuk setiap 
jabatan; 

pada unit kerja di Kementerian Ketenagakerjaan 
berdasarkan hasil analisis jabatan dan analisis be ban kerja. 

Peta Jabatan ASN sebagaimana dirnaksud dalam Dikturn 
KESATU digunakan sebagai dasar pelaksanaan rnanajemen 
aparatur sipil negara, rneliputi: 
a. penyusunan forrnasi; 
b. pengadaan; 
c. pengangkatan dalarn jabatan; dan 
d. perencanaan karier. 

Rum pun jabatan fungsional keahlian dan jabatan fungsional 
keterampilan pada peta jabatan rnerupakan: 
a. jabatan yang telah mendapatkan rekornendasi 

penetapan kebutuhan dari Instansi Pembina dan 
Kernenterian Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reforrnasi Birokrasi; dan/atau 

b. usulan baru sebagai review untuk rekomendasi 
penetapan kebutuhan sebelumnya. 
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Evaluasi atas pelaksanaan Peta Jabatan ASN dilakukan oleh 
masing-masing unit kerja dan disampaikan kepada Biro 
Organisasi dan Sumber Daya Manusia Aparatur paling 
lambat akhir Desember tahun berjalan, sebagai bahan 
penyusunan Peta Jabatan Aparatur Sipil Negara tahun 
berikutnya. 

Keputusan Menteri m1 mulai berlaku pada tanggal 
ditetapkan. 

Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal ·3 Septembbr1 .  202it 




















































































































































